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Polmas adalah  suatu  kegiatan  untuk mengajak masyarakat melalui 
kemitraan antara anggota polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi 
dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 
(Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. 
Bagaimanakah Implementasi Pasal 26 Ayat (1) Huruf B Peraturan Kapolri 
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat di Wilayah Hukum 
Polres Lampung Barat, 2). Apa yang menjadi faktor penghambat dalam 
implementasi tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis 
normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, diperoleh dari 
studi literatur dan studi lapangan, serta analisis data dengan analisis yuridis 
kualitatif. Hasil penelitian yaitu Implementasi Pasal 26 Ayat (1) Huruf B 
Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat di 
Wilayah Hukum Polres Lampung Barat saat ini sudah dilakukan namun masih 
belum berjalan dengan efektif  dan  maksimal,  Faktor  diantaranya  yaitu:  
kurangnya  jumlah  personel anggota Bhabinkabtimas di Polres Lampung 
Barat, masih minimnya sarana dan prasarana, belum optimalnya sosialisasi 
dan penyuluhan di bidang hukum dan keamanan kepada masyarakat kondisi 
alam yang cukup sulit ditempuh dan belum optimalnya  penerapanya. 
Disarankan hendaknya dapat lebih meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan 
di bidang hukum khususnya para pemuda di  wilayah  Polres Lampung Barat 
sehingga dapat  menekan  dan meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum. 
 




Pada era globalisasi ini, aktivitas kehidupan manusia semakin kompleks dengan 
didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan 
serta teknologi, kualitas  dan  kuantitaskejahatan semakin  meningkat.  Peningkatan 
jumlah  aparat  dan  peningkatan kegiatan Polri, belum menjadi sebuah jaminan akan 
ketiadaan ancaman kamtibmas  di  tengah-tengah masyarakat (Kunarto, 2001) Oleh 
karena itu, Polri membutuhkan adanya partisipasi atau kerjasama dari masyarakat. 
Menyadari pentingnya suatu kerjasama Polri dengan masyarakat, maka Polri mulai 
menerapkan suatu program yang bernamakan Program Pemolisian Masyarakat (Polmas). 
Pada tahun 2005, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menerbitkan Surat 
Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/737/X/2005 pada tanggal 13 Oktober 2005 tentang 
kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat  dalam  penyelenggaran 
tugas Polri yang mengalami perubahan terbaru  menjadi  Peraturan  Kepala Polisi  
Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2015  tentang  Pemolisian Masyarakat (Perkap 
Kapolri No.3 Tahun 2015). Harapan dengan diadakannya program Polriadalah terciptanya 
suatu kerjasama antara Polri dengan masyarakat dalam hal pendeteksian dini mengenai 
tindak kejahatan, mampu menghadapi suatu permasalahan yang terjadi, dan dapat 
bersama-sama mengupayakan suatu penyelesaian yang cepat serta tepat. Berkaitan 
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dengan pelaksanaan Polmas di tengah-tengah masyarakat, maka dibentuk suatu unit 
yang dinamakan Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas). Terkait dengan 
hal tersebut berbagai pola Babinkamtibmas terus di kembangkan, hingga di harapkan 
mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi 
kejahatan atau gangguan Babinkamtibmas lainnya. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan 
Kepala Polisi  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, 
bahwa fungsi Bhabinkamtibmas yaitu (A. Wahyurudhanto, 2018) : 
a. melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk: 
1) mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas 
dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya; 
2) memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan; 
b.    membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan 
kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia 
(HAM); 
c. menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan 
Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas). 
d. mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungandan  kegiatan 
masyarakat. 
e. memberikan pelayanan  kepolisian kepada masyarakat yangmemerlukan; 
f. menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif; 
g. mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas denganperangkat 
desa/kelurahan dan  pihak-pihak  terkait  lainnya; dan 
h. melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi,  fasilitasi, motivasikepada 
masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial. 
 
Bahwa fakta di lapangan saat ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya anggota 
Polres Lampung Barat mengalami problem atau kendala yang timbul seperti terbatasnya 
personel dalam menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat sampai sulitnya 
medan atau lokasi  yang cukup luas dan berbukit-bukit yang menjadi tantangan 
tersendiri bagi personel anggota Polres Lampung Barat (Ronny Lihawa dkk. 2009). 
Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kehadiran Polres Lampung Barat 
diharapkan mampu menjawab tantangan tugas dan tuntutan masyarakat khususnya di 
wilayah Lampung Barat. Di mana harus bisa menjawab tantangan dihadapkan dengan 
perkembangan situasi  maupun  perkembangan gangguan kamtibmas. Berdasarkan latar 
belakang di atas, maka yang  menjadi  permasalahan yaitu bagaimanakah implementasi 
Pasal 26 ayat (1) Huruf  b Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian 
Masyarakat di wilayah Hukum Polres Lampung Barat? Apa yang menjadi faktor 
penghambat dalam implementasi Pasal 26 ayat (1) Huruf b Peraturan Kapolri Nomor 3 
Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat di wilayah Hukum Polres Lampung Barat? 
 
 
2. Studi Pustaka 
Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (bhabinkamtibmas) 
merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas melakukan 
pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat 
meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat 
terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan juga merupakan petugas 
Polmas di Desa/Kelurahan. (Yoyok Ucuk Suyono, 2013) Istilah Bhayangkara Polisi 
merupakan suatu istilah tingkatan anggota Kepolisian yang ada di lingkungan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa 
Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut 
Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan. Menurut Buku Pintar 
Bhabinkamtibmas Keputusan Kapolri No: KEP/618/VII/2014, Bhabinkamtibmas berperan 
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selaku pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, pelindung, 
pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di 
masyarakat di desa/kelurahan, selaku mediator, negosiator, dan fasilitator dalam 
penyelesaian problema sosial yang terjadi dimasyarakat desa/kelurahan, serta selaku 
dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka 
menciptakan dan memelihara kamtibmas. 
Ada 4 (empat) kegiatan Bhabinkamtibmas yang terdapat dalam Buku Pintar 
Babinkamtibmas, yaitu: 
a. Pembinaan ketertiban masyarakat 
b. Pembinaan keamanan swarkasa 
c. Pembinaan pemolisian masyarakat 
d. Pembinaaan potensi masyarakat 
 
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud Bhayangkara 
Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (bhabinkamtibmas) merupakan anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembinaan terhadap 
warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan 
partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap 
hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan juga merupakan petugas Polmas di 
Desa/Kelurahan. Istilah Bhayangkara Polisi merupakan suatu istilah tingkatan anggota 
Kepolisian yang ada di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015Tentang Pemolisian Masyarakat bahwa 
tugas Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat meliputi: 
a. mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari karakteristik 
potensi gangguan kamtibmas yang ada di lingkungannya; 
b. Ikut serta mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan 
fungsi kepolisian umum dan fungsi bimbingan/penyuluhan; 
c. Membahas permasalahan sosial aspek kamtibmas yang bersumber dari 
d. wilayahnya dengan memberdayakan masyarakat yang berkompeten atau 
e. konsultan dan menemukan akar permasalahan serta menentukan jalan keluar 
f. untuk pemecahannya; 
g. Membahas dan menetapkan program kerja dengan memperhatikan skala prioritas 
termasuk melakukan evaluasi dan revisi bila diperlukan; 
h. Mengajukan rancangan/proposal program kerja kepada Pemerintah Daerah untuk 
mendapatkan dukungan anggaran; 
i. Melaksanakan program kerja yang telah dibuat sesuai dengan dukungan anggaran 
yang tersedia (yang bersumber dari Pemerintah Daerah atau swadaya anggota 
FKPM/pihak swasta); 
j. Secara terus-menerus memantau kegiatan warga dari aspek keamanan dan ketertiban 
di wilayahnya serta wilayah yang berdekatan dengannya; 
k. Menampung keluhan/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah 
kamtibmas dan masalah sosial lainnya serta membahasnya bersama dengan 
Bhabinkamtibmas/pengemban Polmas untuk mendapatkan solusi. 
 
Selanjutnya wewenang Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat meliputi: 
a. Membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh 
warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya; 
b. Secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan kepolisian (upaya paksa) 
dalam hal terjadi kejahatan/tindak pidana dengan tertangkap tangan; 
c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek baik tertulis maupun lisan 
mengenai pengelolaan/peningkatan kualitas keamanan/ketertiban lingkungan; dan 
d. Turut serta menyelesaikan perkara ringan atau perselisihan antarwarga yang dilakukan 
oleh petugas Polmas. 
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3. Metodologi Penelitian 
Penelitian dilakukan dua pendekatan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif 
dan pendekatan empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan 
objektif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaedah-
kaedah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan 
diteliti. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data 
primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi dan 
wawancara dengan narasumber.   
 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
Implementasi hukum merupakan pelaksanaan dari hukum itu sendiri dimana 
hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, 
apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan masyarakat 
dan berbagai perangkat didalamnya serta tingkah laku manusia tersebut. Lembaga 
kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukumuntuk menciptakan 
keadilan, keselarasan dan ketentraman di tengah masyarakat (Abdul Syani. 1995). 
Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut,  Bhabinkamtibmas  Polres Lampung 
Barat melakukan kegiatan sebagai berikut: 
a. Kunjungan  dari  rumah  ke  rumah pada seluruh wilayah penugasannya. 
b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah. 
c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat. 
d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana. 
e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban 
kejahatan dan pelanggaran. 
f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah 
penyakit. 
g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas 
berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri. 
 
Teori Law as a tool of sosial engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound 
yang diperkuat oleh Mochtar Kusuma Atmaja dengan teori pembangunan bahwa fungsi 
hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (Lawrence  M.  Friedman.  1993),  dapat  
pula  diartikan, bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh agent of change yang 
merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang 
mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-
lembaga kemasyarakatan dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah 
nilai-nilai sosial dalam masyarakat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia. 
Pembinaan dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat menjadi tugas dan fungsi  
yang  paling penting  bagi anggota Bhabinkamtibmas, dilihat dari singkatan  namanya  
Bhayangkara Binaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), di mana 
masyarakat harus dibina dan diarahkan dalam hal apapun untyk memiliki kesadaran 
hukum sehingga dapat terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan nyaman seperti 
contohnya pembinaan dan penyuluhan dalam pergaulan bagi remaja seperti sosialisasi 
bahaya narkotika, minuman keras, perjudian, serta pembinaan pengembangan bakat 
pemuda di bidang seni maupun olah raga dan lain sebagainya. Pembinaan menjadi kunci 
untuk mengubah perilaku masyarakat yang dahulunya menjadi kurang baik dibina untuk 
menjadi lebih baik atau menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan 
negara. 
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Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut Implementasi  Pasal  26  ayat  (1) huruf  b Peraturan 
Kepala Polisi Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat 
di Polres Lampung Barat saat ini sudah dilakukan namun masih belum berjalan dengan  
efektif  dan  maksimal  hal ini dikarenakan masih adanya beberapa kendala yang 
dihadapi baik dari segi internal maupun eksternal diantaranya seperti kurangnya Sumber 
Daya Personel, Sarana dan Prasarana serta kondisi medan/ alam yang cukup berat. 
Faktor penghambat implementasi Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala 
Polisi  Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat di 
Polres Lampung Barat diantaranya yaitu : kurang  nya  jumlah  personel anggota  
Bhabinkamtibmas  di Polres Lampung Barat, masih minimnya sarana dan prasarana 
yang ada perlengkapan dan peralatan untuk melakukan penyuluhan hingga kondisi 
infrastruktur jalan yang masih belum memadai, belum optimalnya sosialisasi dan  
penyuluhan dibidang hukum dan keamanan kepada masyarakat khususnya di wilayah  
terpencil  yang  sulit diakses, kondisi alam yang cukup sulit ditempuh sehingga membuat 
anggota Bhabinkamtibmas tidak optimal, belum optimalnya penerapan Pasal 11 huruf f 
ayat (1) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Pemolisian Masyarakat yakni Penempatan minimal satu Bhabinkamtibmas pada setiap 
desa/pekon, kurangnya partisipasi masyarakat  untuk  berperan  aktif dalam 
pelaksanaan kegiatan keamanan  di  wilayahnya masing- masing, kurangnya kesadaran 
masyarakat untuk tertib hukum sehingga masih adanya masyarakat yang  melanggar  
hukum  serta tingkat  pendidikan  masyarakat yang tergolong rendah sehingga sulit untuk 
merubah pola prilaku agar sadar hukum.  
Bagi anggota Bhabinkamtibmas berdasarkan hasil penelitian hendaknya dapat 
lebih meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan di bidang hukum khususnya para 
pemuda di wilayah Polres Lampung Barat sehingga dapat menekan dan meniminalisir 
terjadinya pelanggaran hukum. Bagi pemerintah hendaknya agar lebih meningkatkan 
anggaran, sarana dan prasarana serta jumlah personel khususnya di wilayah Polres 
Lampung Barat yang wilayahnya cukup luas sehingga tugas dan fungsi 
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